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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

(PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

 

Oleh: Hefiza Amani 

 

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang 

beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta kendala 

dan upaya dalam melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan di Badan pendapatan daerah provinsi riau. Berdasarkan hasil penelitian, 

dana bagi hasil dialokasikan ke setiap daerah yang ada di provinsi Riau sesuai 

dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk 

Kabupaten/Kota, dan 9% biaya pungut. Berdasarkan rencana penerimaan PBB, 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi dana 

bagi hasil PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun 

kendala dalam pengelolaan dana bagi hasil yaitu kelebihan dalam penyaluran dana 

bagi hasil. 

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak 

Bumi dan Bangunan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan 

keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam 

kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, 

demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan 

kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata 

cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 

pengawasan keuangannya. 

 Salah satu elemen yang diserahkan kepada daerah dalam UU tersebut 

adalah desentralisasi fiscal (fiscal dezentralization) atau pelimpahan sebagian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam bidang keuangan. 

Adanya desentralisasi fiscal ini, diharapkan pemerintah daerah akan dapat 

melaksanakan fungsi-fungsinya secara lebih efektif dengan didukung oleh 

sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain yang Sah. 

 Kemandirian keuangan daaerah tidak berarti bahwa setiap tingkat 

pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari 

penerimaan PAD. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah telah 

mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan, yaitu dana yang 

bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
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yang dialokasikan keada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

 Untuk membawa daerah pada derajat ekonmi yang berarti dan mengarah 

pada kemandirian daerah, factor kemampuan keuangan daerah merupakan 

parameter utama sebagai tolak ukur suatu daerah bisa dikatakan mampu 

berotonom dan mandiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu 

bobot paling penting dalam penyelenggaraan otonomi ini, artinya daerah otonom 

memiliki kewenangan sendiri untuk menggali sumber bagi keuangan daerah, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

 Setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber 

keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan 

mengembangkan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat di daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (2) Dana Perimbangan serta (3) lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. 
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 Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa sakah satu sumber 

pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

keada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Selanjutnya dana perimbangan diatur dalam PP No.104 Tahun 

2000 tentang dana perimbangan, dana perimbangan ini bersumber dari (1) Bagi 

Hasil Pajak dan Penerimaan SDA, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dana bagi hasil pajak terdiri dari (a) Pajak 

Perseorangan (PPh), (b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (c) Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 Dari beberapa macam dana perimbangan menurut PP No.104 Tahun 2000, 

salah satu dana perimbangan yang terbesar bagi daerah adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) karena penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan 

dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% 

(sembilah puluh persen) untuk daerah. Hal ini mendorong daerah untuk berupaya 

meningkatkan penerimaan PBB sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

penerimaan daerahnya. 

 Fenomena saat ini masih ada kelebihan penyaluran dana bagi hasil yang 

mengakibatkan terjadinya salah perhitungan yang menjadi dasar penyaluran dari 

triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga lebih besar daripada alokasi 

definitif. Sehingga kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan dalam 

penyaluran pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya. 
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 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota 

Pekanbaru terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. 

Tabel I. 1: Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Riau 

Tahun 2017-2019 

Tahun Jumlah (Rp) 

2017 2.401.790.239 

2018 2.613.967.355 

2019 3.012.978.213 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Dari Tabel I.1 dana bagi hasil provinsi Riau mengalami kenaikan sejak 

tahun 2017 hingga tahun 2019. Dana dari penghasilan bagi hasil di alokasikan ke 

setiap daerah yang ada di provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 33 

tahun 2004, 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk Kabupaten/Kota, dan 9% biaya 

pungut. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis akan 

melakukan penelitian yang berjudul: “PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI RIAU” 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 

2. Apa kendala dan upaya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi 

dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 



 

 

 

 

5 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil 

Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi untuk mengetahui pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Riau. 

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang 

perpajakan. 

3. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat 

bagi perguruan tinggi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Simpang Tiga 

Pekanbaru. 

b.  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2020 sampai April 2020. 

c.  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang 

sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat 

perkembangan ibjek penelitian selama periode tertentu. 
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d.  Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data yang 

diperlukan untuk pembahasan penelitian 

e.  Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data secara 

deskriptif, yaitu dengan mengolah atau menggambarkan data-data yang 

sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 

yang terjadi menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika 

penulisan Tugas Akhir ini peulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan 

secara menyeluruh. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penulisan penelitian, Teknik pengumpulan data 

dan penulisan laporan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau 

gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 

kemudain menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unut 

kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

  Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi 

pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, asas pemungutan 

pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, 

pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pembagian dana 

perimbangan, dana bagi hasil pajak, dan pengertian pajak 

berdasarkan pandangan Islam. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang 

bersi kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur 

Riau Nomor KPTS Tanggal 29/01/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang 

pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudia sejalan dengan 

perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan 

Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah, maka ditetapkan 

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau. 

 Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan 

oleh Menteri Dalam Negeeri dengan surat keputusan Nomor: 

PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepadan surat 

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 

1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan 

Provinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 

7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dalam pelaksanaannya diatur dalam surat 

keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 

November. 

 Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat 

pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintah di daerah. 
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 Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola 

pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada 

masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas 

Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana Teknik dians yang 

tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 61 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan 

Pendapatan Ptovinsi Riau. 

2.2 Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ditempatkan pada Bidang 

Retribusi, PADL, dan Dana Bagi Hasil di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau, yang dipimpin oleh Drs. H. Indra Putrayana, M. Si sebagai kepala 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Susunan organisasi Badan Pendapatan 

Provinsi Riau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) 

Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 

(tiga) Kepala Seksi, dengan susunan sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris  

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 
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c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah dan Perlengkapan 

3. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi 

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan 

c. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan 

4. Kepala Bidang Pajak Daerah 

a. Kepala Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBN KB 

b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah lainnya 

c. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 

5. Kepala Bidang Retribusi, PADL, dan Dana Bagi Hasil 

a. Kepala Sub Bidang Retribusi dan PADL 

b. Kepala Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pajak 

c. Kepala Sub Bidang Dana Bagi Hasil bukan Pajak 

6. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 

a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan  

b. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 

c. Kepala Sub Bidang Tindak Lanjut dan Pengawasan dan Pembinaan 

7. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

b. Kasi Pendapatan Daerah 

c. Kasi Penagihan 
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2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

a. Visi 

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau (BAPENDA) yang amanah 

dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public dan tercapainya 

masyarakat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera 

b. Misi 

1. Meningkatkan pendapatan daerah 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi 

4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang 

pendapatan daerah. 
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Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan 

Pendapatan

Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan 

Pendapatan

Subbidang 

Pengembangan Sistem Informasi

Subbidang 

Pengembangan Sistem Informasi

Subbidang 

Pengembangan Pendapatan

Subbidang 

Pengembangan Pendapatan

Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan

Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan

Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelayanan Teknis

 (UPT)

Unit Pelayanan Teknis

 (UPT)

Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Subbagian 

Perencanaan Program

Subbagian 

Perencanaan Program
Subbagian 

Kepegawaian dan Umum

Subbagian 

Kepegawaian dan Umum

Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Subbidang 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Subbidang 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Subbidang 

Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Subbidang 

Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan

Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah

Bidang 

Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Bidang 

Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Subbidang 

Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya

Subbidang 

Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya

Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak

Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak

Subbidang Penerimaan Dana 

Bagi Hasil Bukan Pajak

Subbidang Penerimaan Dana 

Bagi Hasil Bukan Pajak

Bidang 

Pajak Daerah

Bidang 

Pajak Daerah

Subbidang

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor

Subbidang

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor

Subbidang 

Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya

Subbidang 

Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya

Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak 

Daerah

Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak 

Daerah

SekretariatSekretariat

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Struktur Organisasi BAPENDA 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
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2.5 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau 

1. Kepala dinas 

a. Kepala dinas pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan 

otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekosentrasi, dan tugas 

pembantuan dibidang pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan gubernur. 

b. Kepala dinas pendapatan berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab pada gubernur. 

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas pendapatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan pemerintah provinsi riau dibidang pendapatan 

daerah 

b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan 

kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program 

pembangunan dibidang pendapatan dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah 

d. Menyusun konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(RAPBD) dibidang pendapatan daerah 

e. Mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkonsentrasi 

pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya 

pencapaian target yang ditetapkan 

g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 

h. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap 

pengelolaan pendapatan daerah 

i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 

pendapatan daerah 

j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan tenis dibidang pendapatan 

daerah 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur riau 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 

menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perncanaan dan data 

serta keuangan dilingkungan dinas. 

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 

b. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan 14iscal dan tertib 

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pentelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan 
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g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program 

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

3. Bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan 

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 

sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pnegembangan pelayanan 

pendapatan data dan pengembangan pendapatan. 

Bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan 

mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan 

pengembangan pendapatan 

b. Menyiapkan bahan perumusan tekis di bidang pengembangan sistem 

informasi 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan 

d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan 

e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

4. Bidang pajak daerah 

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan 
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ekstensifikasi serta bimbingan administrasi pajak daerah dalam rangka 

peningkatan pendapatan asli daerah. 

Bidang pajak daerah mempunyai tugas: 

a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan dan 

pendapatan pajak daerah 

b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah 

c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah 

d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah 

e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah 

f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan 

g. Melakukan eveluasi terhadap realisasi peerimaan pajak daerah secara 

berkala 

h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD 

i. Menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban 

gubernur riau di bidang pajak daerah 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

5. Bidang retribusi, PADL, dan dana bagi hasil 

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi retribisu daerah, PADL, dan dana bagi hasil dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah. 
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Bidang retribusi, PADL, dan dana bagi hasil mempunyai fungsi: 

a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan 

peerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dan 

dana bagi hasil 

b. Pendapatan dan inventarisasi subjek dan objek retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil 

c. Mempersiapkan administrasi penglelolaan dana bagi hasil 

d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan departemen/instansi 

terkait 

e. Secra berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan 

retribusi, PADL dan dana bagi hasil 

f. Menetepkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD 

g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

6. Bidang pembukuan dan pengawasan 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan 

pemungutan pendapatan daerah dan menganalisa serta mengevaluasi 

laporan ekuntabilitas kinerja Dinas, UPT, dan UP. 

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas 
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b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di 

bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penertiban objek 

dan subjek Pendapatan Daerah 

c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi 

penerimaan pendapatan daerah melalui kas daerah dan bidang-bidang 

teknis intern 

d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja 

di lingkungan Dinas, UPT, dan UP 

e. Melakukan koordinasi dengan biro keuangan setda provinsi riau 

f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional 

g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional 

h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang 

diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan 

mengalokasikan dana bagi hasil kepada daerah kabupaten/kota sesuai 

dengan persentase yang telah ditentukan. 16,2% (enam belas dua 

persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 

disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi. 64,8% (enam puluh 

empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah 

kabupaten/kota, dan. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan. 

Penyaluran dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama paling lambat 

bulan April, tahap kedua paling lambat bulan Agustus dan tahap ketiga 

paling lambat bulan November. Setelah dana ditransfer ke daerah 

kabupaten/kota daerah bisa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan 

daerahnya sendiri. 

2. Kendala dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan 

ialah kelebihan penyaluran yang terjadi karena jumlah alokasi sementara 

yang menjadi dasar penyaluran dari triwulan pertama sampai dengan 
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triwulan ketiga lebih besar daripada alokasi definitif. Dan upaya yang 

dilakukan adalah kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran 

pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya. 

3. Diantara pajak daerah lainnya, dana bagi hasil merupakan pendapatan 

daerah yang sangat besar terutama dana bagi hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

4.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan 

sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana bagi hasil 

Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau sangat baik, maka peneliti menyarankan 

kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berserta Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang ada untuk meningkatkan 

pengelolaan dana bagi hasil agar dana tersebut sampai ke daerah 

kabupaten/kota tepat pada waktunya, sehingga daerah yang bersangkutan 

bisa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan daerahnya atau untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

2. Peneliti menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah yang ada di 

kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk menggunakan dana bagi hasil 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berlaku. 
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